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ABSTRAK 
 
Kemajuan alat teknologi turut andil dalam mewarnai perubahan makna dan 
pengertian pendidikan. Proses pembelajaran dan pendidikan selalu eksis dan terus 
berlangsung karena itu, bisa jadi pandangan seseorang tentang makna dan dasar 
suatu negara, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 
Penerapan Prinsip Good Governance Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 
Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan beserta hambatan penerapan 
prinsip good governance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif, jumlah Informan penelitian sebanyak 10 orang. Teknik 
pengumpulan data berupa observasi,wawancara dan dokumentasi. Hasil 
penelitian: (1) Penerapan prinsip-prinsip tersebut belum mampu 
diimplementasikan secara optimal di SLB Muzdhalifah, (2). Hambatan Penerapan 
Prinsip Good Governance yang Tepat Untuk Pengembangan Proses Belajar Anak 
Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan. Terutama terkait dengan 
karakteristik siswa, telah menjadi penghalang dalam menjalankan program 
pendidikan dengan efektif.  
 
Kata kunci: Penerapan, prinsip, Good Governance, dan SLB 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan kecerdasan dan pengetahuan manusia dalam memaknai dan 

memahami pendidikan selalu mengalami perubahan. Modifikasi tersebut 

didasarkan pada berbagai temuan dan perkembangan di bidang terkait dengan 

semakin banyaknya komponen sistem pendidikan saat ini. Ide-ide baru 

bermunculan seiring dengan berkembangnya pola pikir spesialis pendidikan, 

manajer, dan pengamat. 

 Kemajuan teknologi juga mempengaruhi makna dan konsep pendidikan. 

proses pembelajaran dan pendidikan senantiasa hadir dan berkelanjutan. 

Akibatnya, bisa jadi cara pandang seseorang terhadap makna atau definisi 

pendidikan yang ditetapkan oleh suatu negara pada berbagai era dan lokasi 

menjadi tidak penting. Namun, selama belum ada gagasan atau temuan baru 

mengenai pengertian dan pengertian pendidikan, teori dan hasil sebelumnya masih 

bisa dijadikan acuan (Munandar, 2022). 

 Menurut KBBI istilah pendidikan berasal dari kata 'didik' dan mengandung 

akhiran 'pe' dan 'an' yang berarti menunjuk pada cara, tata cara, atau kegiatan 

pengarahan. Mengajar diartikan sebagai suatu cara mempengaruhi etika dan 

perilaku seseorang atau masyarakat guna mencapai manusia yang mandiri dan 

dewasa melalui upaya pendidikan, pembelajaran, pendampingan, dan pembinaan 

(Avionita,2020). 

 Menurut Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 

2003, pendidikan adalah “usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana 
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2 
 

belajar dan belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan 

masyarakat. 

 Dengan demikian pendidikan merupakan usaha secara sadar untuk 

mewujudkan sesuatu pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. 

Hingga pada masa ini, pendidikan tidak mempunyai batasan untuk menjelaskan 

defenisi pendidikan itu sendiri secara lengkap karena sifatnya yang kompleks 

dengan sasarannya yaitu manusia. Sifatnya yang kompleks itu sering disebut ilmu 

pendidikan. Sehingga, dalam proses kehidupan manusia keduanya saling 

berkolaborasi (Munandar,2022:2) 

 Di Indonesia sendiri masalah pendidikan masih menjadi masalah yang 

sangat serius bahkan menjadi prioritas atau fokus dalam beberapa tahun terakhir, 

fokus dalam arti yaitu untuk menumbuhkan minat baca dan belajar siswa dalam 

beberapa tahun terakhir pemerintah Indonesia telah memfokuskan program 

pendidikan belajar wajib 9 tahun untuk siswa di seluruh Indonesia. Berdasarkan  

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai 

dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Dengan demikian dari 

penjelasan tersebut berikut data sekolah luar biasa yang berada di kota medan 

pada tabel 1.1: 
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Tabel 1 
 Data Sekolah Luar Biasa Di Kota Medan 

 
No Kecamatan  Tahun  

2020 2021 2022 2023 
1 Medan Amplas 2 2 2 2 
2 Medan Hevetia  2 2 2 2 
3 Medan Johor 2 2 2 2 
4 Medan Kota 2 2 2 2 
5 Medan Labuhan  1 1 1 1 
6 Medan Timur 3 3 3 2 
7 Medan Sunggal - - - 1 

Jumlah  12 12 12 12 
(Sumber : kemendikbud,2023) 

 Berdasaran tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa ada 7 kecamatan di Kota 

Medan pada Tahun 2023 yang memiliki jumlah sekolah luar biasa (SLB) sebesar 

12 sekolah. Terdapat pada Kecamatan Medan Amplas memiliki 2 sekolah yang 

terdiri dari SLB Abc Taman Pendidikan Islam dan SLB-C Muzdhalifah. Pada 

Kecamatan Medan Helvetia memiliki 2 sekolah yang terdiri dari SLB-E Negeri 

Pembina Tingkat Provinsi dan SLB Markus Medan. Pada Kecamatan Johor 

memiliki 2 sekolah yang terdiri dari SLB-A Karya Murni dan SLB-E Al Azhar 

Medan. Pada Kecamatan Medan Kota memiliki 2 yang terdiri dari SLB-B Karya 

Murni dan SLB Tunagrahahita Santa Lusia. Pada Kecamatan Labuhan memiliki 1 

sekolah yang terdiri dari SLB-C Abdi Kasih. Pada Kecamatan Medan Sunggal 

memiliki 1 sekolah yang terdiri dari SLB Swasta Mendengar Bicara. Dan pada 

Kecamatan Medan Timur memiliki 2 sekolah yang terdiri dari SLB-C YPAC 

Medan dan SLB-D YPAC Medan.  

 Program pendidikan yang di berikan untuk seluruh siswa atau anak yang 

ingin belajar ataupun menempuh pendidikan yang layak, yang artinya setiap anak 

mendapatkan hak yang sama dalam menempuh pendidikan di negara kita ini, baik 

anak yang sehat secara fisik dan rohani serta mental, maupun anak yang 
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berkebutuhan khusus nah dalam karya tulis ini secara singkat penulis akan 

menjelaskan apa yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus. 

 Anak berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak yang mempunyai 

permasalahan fisik, mental, emosional, serta memerlukan pendidikan tertentu 

(Suparno, 2007:1). Anak berkebutuhan khusus digolongkan menjadi enam jenis 

disabilitas: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunarungu, dan autisme. 

Dalam pemenuhan pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus terdapat 

program khusus yang dijalankan atau diberikan oleh pemerintah yaitu mendirikan 

Sekolah Luar Biasa untuk anak yang memiliki keterbelakangan mental daripada 

anak pada umumnya. Sekolah Luar Biasa ini ada yang di kelola oleh pemerintah 

langsung dan ada yang di kelola oleh pihak swasta yang berada di bawah 

pengawasan pemerintah. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dikelompokkan 

menjadi beberapa kelompok yaitu: 

Tabel 2 Kelompok Anak Berkebutuhan Khusus 

NO. Golongan Jenis Kebutuhan Khusus 
1. A Tunanetra 
2. B Tunarungu 

a. 27 dB – 40 dB : Sangat Ringan 
b. 41 dB – 55 dB : Ringan 
c. 56 dB – 70 dB : Sedang 
d. 71 dB – 90 dB : Berat 
e. 91 dB – Keatas: Tuli 

3. C Tunagrahita (a.1 Down Syndrome) 
a. C : Ringan (IQ = 50-70) 
b. C1 : Sedang (IQ = 25-50) 
c. C2 : Berat (IQ < 25 ) 

4. D Tunadaksa 
a. D : Ringan 
b. D1 : Sedang 

5. E Tunalaras (Dyruptive) 
6. F Tunawicara 
7. G Tunaganda 
8. H HIV & AIDS 
9. I Gifted : Potensi Kecerdasan Istimewa ( IQ> 

125) 
10. J Berbakat dalam berbagai kecerdasan, bahasa, logika 

dan matematika, persepsi visual dan spasial, tubuh dan 
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kinestesi, musik, hubungan interpersonal, dan 
spiritualitas alami 

11. K Kesulitan tidak Belajar efektif yaitu Hiperaktif, 
ADD/ADHD,Disleksia/Baca, Disgrafia/Tulis, 
Diskalkulia/Hitung, 
Disfasis/bicara, Dispraxia/Motorik) 

12. L Lambat Belajar (IQ = 70-90) 
13. M Autis 
14. N Korban Penyalahgunaan Narkoba 
15. O Indigo 

 (sumber: diolah penulis 2023) 

 Dalam pengelolaan Sekolah Luar Biasa sendiri pemerintah berperan 

penting dan tak bisa lepas baik itu yang di kelola oleh pemerintah (negeri) ataupun 

swasta. Pemerintah atau Negara memiliki tanggung jawab secara penuh dalam 

mencerdaskan kehidupan anak bangsa pada saat sekarang ini begitu banyak akses 

kepada anak yang ingin menempuh pendidikan secara formal maupun secara 

khusus. Di setiap wilayah Indonesia sudah menerapkan hal yang sama yaitu 

pemerataan pendidikan hingga ke pelosok negeri. 

 Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 

Tentang Wajib Belajar dalam pasal 2 berbunyi wajib belajar berfungsi 

mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan 

yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Pada pasal 9, pemerintah dan 

pemerintah daerah menjamin program wajib belajar pada jenjang pendidikan 

dasar tanpa memungut biaya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya 

meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan yang dimaksud tidak hanya untuk 

kalangan tertentu ataupun hanya untuk siswa yang dibatasi untuk siswa yang 

secara fisik ataupun psikis.  

 Berdasarkan dari penjelasan di atas maka pemerintah Sumatera Utara 

memiliki tanggung jawab yaitu dari menjamin pemenuhan kebutuhan sumber 

daya masyarakat, seperti mendirikan sekolah khusus yang diperuntukkan untuk 
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anak berkebutuhan khusus menggunakan sistem pendidikan inklusif di Sekolah 

Luar Biasa. Khususnya kota Medan sendiri telah bekerjasama dengan pemprovsu 

dengan mendirikan serta memfasilitasi sekolah yang memang khusus untuk anak-

anak berkebutuhan khusus.  

 Dengan demikian pendidikan Sekolah Luar Biasa dibentuk dengan tujuan 

untuk pembelajaran yang fungsional dan bermanfaat, yang sesuai dengan 

karakteristik belajar siswa ABK. Berdasarkan dari  latar belakang di atas maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan  judul “Penerapan Prinsip 

Good Governance Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Di Sekolah 

Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan”. 

1.2 Identifikasi Masalah  

1. Minimnya pembinaan terhadap siswa ( Anak Berkebutuhan Khusus ) 

2. Minimnya pembelajaran tanpa menggunakan akses internet  

3. Fasilitas belajar kurang lengkap ( laboratorium tidak ada ) 

4. Sistem pengajaran yang kurang optimal karena sedikitnya tenaga pengajar 

di sekolah luar biasa muzdhalifah kota medan 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana Penerapan Prinsip Good Governance Di Sekolah Luar Biasa  

Muzdhalifah Kota Medan? 

b. Apa hambatan yang tedapat dalam Penerapan Prinsip Good Governance 

dalam Pengembangan Proses Belajar Anak Di Sekolah Luar Biasa 

Muzdhalifah Kota Medan? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan program pemerintah 

Sumatera Utara terhadap Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota 

Medan tepat pada sasarannya 

b. Untuk mendeskripsikan hambatan penerapan prinsip good governance 

di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan.  

1.5  Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis: Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menambah bahan kajian memberikan tambahan wawasan bagi 

penelitian selanjutnya mengenai penerapan prinsip-prinsip good 

governance di sekolah anak berkebutuhan khusus. 

b. Manfaat Praktis: Diharapkan sebagai referensi tambahan dan bahan 

masukan kepada guru-guru di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota 

Medan. Dan penelitian ini dimaksudkan juga sebagai langkah awal 

bagi peneliti sekaligus dapat mendorong peneliti mengembangkan 

kajian terkait penelitian ini.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Pemerintah Daerah 

2.1.1   Definisi Pemerintah Daerah 

 Pe rmerrintahan Daerrah Pada dasarnya, gagasan te rntang pe rmerrintah adalah 

suratur badan ataur organisasi yang te rlah diberri izin olerh masyarakat urnturk 

mernjalankan kerwe rnangannya (Arnold,2023:1). 

 Pe rnye rle rnggaraan urrursan pe rmerrintahan ole rh pe rmerrintah daerrah dan DPRD 

se rsurai derngan prinsip otonomi dan turgas pe rmbanturan derngan prinsip otonomi 

se rluras-lurasnya dalam sisterm dan prinsip Ne rgara Ke rsaturan Re rpurblik Indone rsia 

se rbagaimana terrcanturm dalam Urndang-Urndang Dasar 1945. Konstitursi Ne rgara 

Re rpurblik Indonersia adalah yang dimaksurd derngan pe rme rrintahan daerrah, mernurrurt 

Pasal 1 Angka 2 Urndang-Urndang Nomor 32 Tahurn 2004 terntang Pe rmerrintahan 

Dae rrah. 

 Pasal 1 ayat (3) Urndang-Urndang Nomor 32 Tahurn 2004 te rntang 

Pe rmerrintahan Daerrah merngurraikan terntang urnsurr Pe rme rrintahan Daerrah yang 

merlipurti Ke rpala Daerrah dan urnsurr Pe rrangkat Dae rrah. Ke rpala daerrah di provinsi 

dise rburt “Gurbe rrnurr”, serdangkan ke rpala dae rrah di kaburpatern dise rburt “Burpati”, dan 

ke rpala daerrah di kota diserburt “Walikota”. 

a. Provinsi  

Wilayah administratif yang be rrada di bawah yurrisdiksi suratur bangsa 

ataur ne rgara dise rburt provinsi, yang me rrurpakan kersaturan ge rografis. 

Pe rmbagian administratif Indonersia terrdiri dari provinsi-provinsi yang 

masing-masing dipimpin olerh se rorang gurbe rrnurr. 
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b. Kota 

Me rnurrurt Haurghton, G., dan C. Hurnte rr (1994), kota adalah termpat di 

mana orang-orang tinggal dan be rke rrja sama urnturk te rrurs-me rne rrurs 

mermpe rrbaiki lingkurngan binaan, lingkurngan sosial, dan lingkurngan 

alam di suratur wilayah dari skala kercil hingga skala rergional sambil 

se rcara konsistern mermajurkan turjuran permbangurnan be rrke rlanjurtan global.  

c. Kaburpate rn  

suratur wilayah yang dipimpin ole rh se rorang burpati. Di Indone rsia, 

kaburpatern adalah wilayah administratif tingkat II yang dipimpin olerh 

se rorang walikota, burkan kota. Burpati dan walikota se rringkali 

mermpurnyai tingkat kerkurasaan yang sama. Jurmlah perndurdurk dan 

wilayah ge rografis suratur kaburpatern dan kota pada urmurmnya 

mernce rrminkan karakterristik yang me rmbe rdakannya. Kaburpate rn banyak 

dijurmpai di wilayah pe rde rsaan yang ke rpadatan perndurdurknya te rrbatas 

dan wilayahnya re rlatif luras. Kaburpate rn adalah daerrah yang mandiri, 

se rpe rrti halnya kota dan provinsi. Ke rbe rradaan kota-kota kercil (bahasa 

Inggris: towns) be rrurpa kota-kota kercamatan di sertiap kercamatan dalam 

se rtiap wilayah kaburpatern inilah yang mermbe rdakan suratur kaburpatern 

de rngan kota; serbaliknya, kota tidak mermiliki kota kercamatan yang 

se rrurpa derngan kaburpatern. 

2.2 Urusan Pemerintah Daerah 

 Me rnurrurt Urndang-Urndang Nomor 23 Tahurn 2014 mermurat perraturran yang 

merngaturr terntang pe rmerrintahan daerrah di Indonersia. Sersurai derngan konse rp 

otonomi dan kerwajiban banturan, urndang-urndang ini mermbe rrikan kerwe rnangan 
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ke rpada permerrintah daerrah urnturk me rnge rndalikan dan merngawasi hal-hal yang 

be rrkaitan derngan wilayah hurkurmnya. Pe rmbagian tanggurng jawab pe rmerrintahan 

antara permerrintah pursat, permerrintah dae rrah, dan otoritas masing-masing jurga 

diaturr dalam urndang-urndang ini. Se rlain itur, Urndang-urndang ini merngaturr 

hurburngan ke rrja sama antara permerrintah ferde rral dan permerrintah daerrah dalam 

merlaksanakan tanggurng jawab ke rwe rnangan be rrsama. Hal ini be rrturjuran urnturk 

merningkatkan perlayanan purblik di daerrah dan mermpe rrkurat strurkturr pe rmerrintahan 

daerrah. (UrUr No. 23 tahurn 2014). 

 Pe rnge rlolaan perndidikan merrurpakan salah satur tanggurng jawab pe rmerrintah 

daerrah di daerrahnya masing-masing. Pe rnge rlolaan perndidikan di tingkat daerrah 

se rbagian bersar be rrada di bawah kerndali pe rmerrintah daerrah. Urndang-urndang ini 

mermbe rrikan kerwe rnangan ke rpada permerrintah daerrah urnturk mernge rndalikan dan 

mernye rle rnggarakan siste rm perndidikan se rsurai derngan ke rburturhan dan karakterristik 

masyarakat. (UrUr Nomor 23 Tahurn 2014). Urndang-Urndang Nomor 23 Tahurn 

2014 mernye rburtkan: 

1. UrUr No. 23 Tahurn 2014 me rmberrikan we rwe rnang ke rpada perme rrintah 

daerrah urnturk merre rncanakan, merlaksanakan, dan merngawasi ke rbijakan 

pe rndidikan di wilayahnya. Hal ini me rncakurp dalam mernge rmbangkan 

kurrikurlurm yang se rsurai de rngan ke rburturhan daerrah, pernernturan kerbijakan 

se rkolah, serrta permbangurnan dan perme rliharaan sarana perndidikan. 

2. Ke rdura, UrUr ini merne rkankan perntingnya ke rse rtaraan aksers perndidikan 

bagi se rlurrurh masyarakat daerrah, terrmasurk masyarakat berrke rburturhan 

khursurs dan dae rrah terrpe rncil. Permerrintah daerrah diharapkan merngambil 
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langkah-langkah konkre rt urnturk mermastikan bahwa sermura anak 

mermiliki aksers yang sama terrhadap perndidikan yang be rrkuralitas. 

3. UrUr ini jurga me rndorong pe rme rrintah daerrah urnturk merlakurkan hurburngan 

ke rrja sama derngan be rrbagai pihak, terrmasurk lermbaga pe rndidikan, 

masyarakat, dan perme rrintah pursat, dalam urpaya me rningkatkan murtur 

pe rndidikan. Kolaborasi ini dapat be rrurpa pe rnye rdiaan banturan, pe rlatihan 

ternaga pe rndidik, serrta pernge rmbangan program-program pe rndidikan 

yang inovatif dan be rrkerlanjurtan. 

 De rngan de rmikian, UrUr No. 23 Tahurn 2014 gambaran perke rrjan bagi 

pe rmerrintah daerrah dalam mernge rlola pe rndidikan di tingkat lokal, derngan turjuran 

urtama urnturk merningkatkan murtur perndidikan, mermastikan kerse rtaraan aksers, dan 

mernghasilkan surmbe rr daya manursia yang be rrkuralitas sersurai de rngan ke rmampuran 

dan poternsi daerrah.  

2.2.1. Dinas Pendidikan Sumatera Utara. 

 Dalam konterks me rnge rlola dan merngurrurs se rkolah lurar biasa, Dinas 

Pe rndidikan Provinsi Surmaterra Urtara mermergang pe rran pe rnting se rbagai fasilitator 

dan pe rnge rmbang. Me rre rka be rrtanggurng jawab dalam mernjamin kerburturhan khursurs 

urmturk me rndapatkan aksers pe rnurh te rrhadap pe rndidikan yang be rrkuralitas. Be rrikurt 

be rberrapa perran pernting me rre rka 

1. Pengembangan Kebijakan:  

Me rnurrurt Abdurl Wahab (2005), ke rbijakan purblik adalah rangkaian 

tindakan yang dise rturjuri yang me rngarah pada turjuran terrterntur yang 

ditarge rtkan pada isur spe rsifik dan terrkait yang me rmperngarurhi se rbagian 

be rsar anggota masyarakat. Dinas Perndidikan Provinsi Surmaterra Urtara 

be rrturgas me rnciptakan kerbijakan perndidikan inklursif yang me rmfasilitasi 
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intergrasi siswa be rrke rburturhan khursurs ke r dalam sisterm pe rndidikan serbagai 

bagian dari perlaksanaan mandatnya. 

2. Pengawasan atau Supervisi: 

Mernurrurt Purrwanto (2004:76) surperrvisi adalah sergala banturan dari 

permimpin serkolah, yang terrturjur kerpada perrkermbangan kerpermimpinan 

gurrur-gurrur dan perrsonerl serkolah lainnya didalam merncapai turjuran-turjuran 

perndidikan. ia berrurpa dorongan, bimbingan, dan kersermpatan bagi 

perrturmburhan kerahlian dan kercakapan gurrur-gurrur, serperrti bimbingan dalam 

ursaha dan perlaksanaan permbaharuran-permbaharuran dalam perndidikan dan 

perngajaran, permerliharan alat-alat perlajaran dan mertoder-mertodermerngajar 

yang lerbih baik, cara-cara pernilaian yang sistermatis terrhadap faser serlurrurh 

prosers perngajaran dan serbagainya. Dalam hal ini Dinas Perndidikan 

Provinsi Surmaterra Urtara mermantaur dan mermberrikan surperrvisi terrhadap 

serkolah lurar biasa urnturk mermastikan bahwa standar perndidikan yang 

ditertapkan terrpernurhi dan kerburturhan siswa terrpernurhi derngan baik. 

3. Pengelolaan Sumber Daya:  

Perngerlolaan Surmberr Daya adalah cara urnturk merningkatkan taraf hidurp 

dan merncapai kerserjahterraan. Pada kernyataannya, perrursahaan perngerlola 

merrurpakan bagian intergral dari operrasi dan ursaha yang dilakurkan dalam 

kerrangka permbangurnan, terrmasurk berrbagai asperk yang biasanya dilakurkan 

urnturk merningkatkan kerserjahterraan masyarakat. Rurang lingkurp proyerk 

permbangurnan, perrturmburhan, ataur permberrdayaan murngkin merncakurp 

banyak serktor pernerrapan derngan mernggurnakan surmberr daya terrderkat dan 

asert alam di lingkurngan serkitar masyarakat. Permerrintah merncerturskan 
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gagasan permbangurnan berrkerlanjurtan. Dinas Perndidikan Provinsi Surmaterra 

Urtara  berrtanggurng jawab atas alokasi dan perngerlolaan surmberr daya, 

terrmasurk dana, fasilitas, dan perrsonerl yang diperrlurkan urnturk merndurkurng 

perndidikan anak-anak berrkerburturhan khursurs. 

4. Pelatihan dan Pengembangan 

Mernurrurt Yoderr dalam (Anwar Prabur Mangkurnergara, 2009:43) 

merngartikan perlatihan serbagai permberrian instrurksi kerpada anggota staf 

perngawas dan terknis. Urnturk merningkatkan perngertahuran merrerka terntang 

kerburturhan urnik anak-anak dan terknik perngajaran yang erfisiern, merrerka 

mernawarkan perngermbangan dan perlatihan kerpada para serlurrurh ternaga 

perndidik. 

5. Kemitraan:  

Mernurrurt (Rachmat, 2004:40) “Kermitraan adalah hurburngan kerrja sama 

yang berrsifat stratergis dan surkarerla antara berrbagai pihak yang dibangurn 

atas dasar gagasan saling mermburturhkan, saling merndurkurng, dan saling 

merngurnturngkan. Perrursahaan bersar jurga mermbantur perrturmburhan UrKM 

merlaluri kerpermimpinan merrerka. Dinas Perndidikan Provinsi Surmaterra Urtara 

berkerrja sama derngan lermbaga-lermbaga terrkait, organisasi masyarakat, dan 

orang tura siswa urnturk mermastikan bahwa perndidikan anak-anak 

berrkerburturhan khursurs mernjadi tanggurng jawab berrsama. 

 Me rlaluri pe rran-pe rran ini, Dinas Pe rndidikan Provinsi Surmaterra Urtara 

be rrursaha urnturk mernciptakan lingkurngan pe rndidikan yang inklursif dan 

mermbe rrdayakan urnturk se rlurrurh anak, terrmasurk anak yang me rmiliki kerburturhan 

khursurs. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/2/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)13/2/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Silvester Onekhesi Telaumbanua - Penerapan Prinsip Good Governance oleh Pemerintah Provinsi ....



 

14 
 

2.3 Good Governance 

2.3.1   Konsep Good Governance 

Good Goverrnancer berrdasarkan PP no. 101 Tahurn 2000 adalah 

permerrintahan yang mernciptakan dan mernjurnjurng tinggi nilai-nilai yang dapat 

diserpakati berrsama olerh masyarakat, antara lain profersionalismer, akurntabilitas, 

transparansi, perlayanan optimal, dermokrasi, erfisiernsi, erferktifitas, dan surprermasi 

hurkurm. Goverrnancer mernurrurt Lermbaga Administrasi Nergara adalah prosers 

dimana nergara mernggurnakan kerwernangannya urnturk mernyerdiakan barang dan jasa 

purblik. 

 Lermbaga Administrasi Nergara mernerkankan bahwa jika dilihat dari asperk 

furngsionalnya, maka permerrintahan dapat dinilai berrdasarkan apakah permerrintah 

terlah berkerrja sercara erferktif dan erfisiern dalam urpaya merncapai turjurannya ataur 

serbaliknya. Mernurrurt Lermbaga Administrasi Nergara, permerrintahan nergara yang 

serhat dan berrtanggurng jawab akan erferktif dan erfisiern derngan mernjaga sinerrgi 

yang konstrurktif dan interraktif antara lingkurp permerrintahan, serktor swasta, dan 

masyarakat. 

 Para ahli berrberda perndapat merngernai perrberdaan goverrnancer dan good 

goverrnancer, namurn derfinisi terrserburt tertap dapat digurnakan urnturk mernarik 

kersimpurlan. Serburah mertoder urnturk mermantaur urrursan purblik dan mernjaga 

kerterrtiban urmurm, terrmasurk perngerlolaan surmberr daya sosial dan erkonomi urnturk 

kermajuran masyarakat, dikernal serbagai tata kerlola. (Mardiasmo,2004:20).  

Mernurrurt Raurf (2012:18), pernerrapan tata kerlola yang baik mermerrlurkan 

perningkatan kolaborasi dan kermitraan di tiga asperk konstiturern domain tata 

kerlola yang baik, yaitur erlermern permerrintah, swasta, dan masyarakat. Tata 
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ke rlola yang baik ataur good gove rrnance r kini dijadikan acuran dalam 

me rngurpayakan pe rrurbahan organisasi se rsurai de rngan turjuran re rformasi, me rnurrurt 

Sarurndajang(2005:152). 

2.3.2 Prinsip Good Governance 

 Ke rme rnte rrian Ke rurangan Re rpurblik Indonersia (2023:4) Me rmahami prinsip-

prinsip perdoman good goverrnance r yang baik sangatlah pe rnting. Jika suratur 

pe rmerrintahan mermaturhi se rtiap asperk standar good goverrnance r yang baik, maka 

pe rmerrintahan terrse rburt dapat diklasifikasikan se rbagai pe rmerrintahan yang baik ataur 

burrurk.Prinsip-prinsip Good Gove rrnance r mernurrurt Urniterd Nations De rverlopme rnt 

Programme r (UrNDP) diurrai satur perrsatur se rbagaimana terrterrah dibawah ini : 

1. Prinsip Transparansi : 

 Prinsip transparansi merrurpakan pernye rdiaan informasi yang mate rrial dan 

re rlervan de rngan cara yang murdah diakse rs dan dipahami olerh para permangkur 

ke rperntingan. Pe rmerrintah wajib mermberrikan informasi yang re rle rvan se rcara terpat 

dan jerlas ke rpada para permangkur ke rpe rntingan se rsurai de rngan pe rraturran yang 

be rrlakur. 

2. Prinsip Akuntabilitas: 

 Dalam perlayanan purblik, konserp akurntabilitas adalah mermberrikan 

pe rlayanan ke rpada masyarakat yang je rlas, terpat waktur, dan sersurai derngan standar 

ope rrasional proserdurr (SOP) pe rlayanan yang se rsurai. Instrurksi Pre rside rn (Inpre rs) 

Nomor 77 Tahurn 1999 te rntang Akurntabilitas Kine rrja Instansi Pe rme rrintah mernjadi 

landasan bagi ke rharursan instansi pe rmerrintah urnturk me rmbernturk siste rm 

akurntabilitas kinerrja di Indone rsia. Pe rdoman pernanganan piurtang ne rgara 

PUrPN/DJKN adapurn hal yang pe rrlur dipe rrhatikan urnturk mernjamin akurntabilitas 

se rbagai be rrikurt: 
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a. Dipe rrlurkan komitmern yang kurat dari pimpinan DJKN dan se rtiap 

pe rkerrja di bagian piurtang ne rgara. 

b. Harurs mampur mermastikan surmberr daya piurtang nergara digurnakan 

se rsurai derngan pe rraturran perrurndang-urndangan. 

c. Me rnurnjurkkan tingkat perncapaian turjuran dan sasaran bidang 

piurtang ne rgara. 

d. Pe rrlur difokurskan urnturk merncapai visi dan turjuran DJKN, 

khursursnya yang be rrkaitan derngan Piurtang Ne rgara se rrta hasil dan 

ke rurnturngan yang diwurjurdkan. 

e. Harurs ikhlas, tidak mermihak, dan kreratif gurna me rmacur pe rrurbahan 

pe rnge rlolaan piurtang ne rgara, misalnya derngan me rmoderrnisasi 

prose rdurr ervalurasi kinerrja dan mermburat laporan 

pe rrtanggurngjawaban. 

3. Prinsip Responsibilitas: 

 Prinsip tanggurng jawab mernyatakan bahwa sertiap erntitas purblik dan 

prose rdurrnya harurs te rrfokurs urnturk me rlayani be rrbagai pihak yang be rrke rpe rntingan 

(stake rholde rr), mernurrurt LAN RI (2003:27). Dalam pernge rlolaan piurtang ne rgara, 

PUrPN/DJKN harurs be rrpe rgang pada se rlurrurh pe rraturran pe rrurndang-urndangan yang 

be rrlakur dan merngurtamakan kerperntingan pe rmangkur ke rperntingan se rjalan derngan 

prinsip Ke rme rnterrian Ke rurangan.  

4. Prinsip Independen: 

 Ke rtika lermbaga-le rmbaga pe rme rrintah dike rlola sercara profersional tanpa 

konflik kerperntingan ataur perngarurh ataur terkanan dari lurar, maka lermbaga-le rmbaga 

terrse rburt dianggap inde rpe rnde rn ataur mandiri. Hal ini se rjalan derngan pe rraturran 
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pe rrurndang-urndangan te rrkait serrta landasan tata kerlola yang se rhat. Dalam prosers 

pe rngambilan kerpurtursan, inderpe rndernsi sangatlah pernting. Obje rktivitas dalam 

pe rngambilan kerpurtursan akan hilang jika perngambil ke rpurtursan ke rhilangan 

inderpe rnde rnsinya. 

5. Prinsip Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran): 

 Hak-hak pe rmangkur ke rpe rntingan yang timburl dari perrjanjian dan perraturran 

pe rrurndang-urndangan yang be rrlakur dapat dipernurhi sercara adil dan merrata 

be rrdasarkan prinsip kerse rtaraan dan kerwajaran. Adapurn prinsip-prinsip good 

goverrnace r yang di ajurkan dalam Program Pe rmbangurnan Durnia PBB ataur Urniterd 

Nations Derve rlopmernt Programme r (UrNDP) ( Adianto,dkk 2017:) be rrikurt 9 prinsip 

good goverrnance r se rbagai berrikurt: 

1. Participation (Partisipasi) 

Se rtiap warga nergara mermiliki surara dalam perngambilan kerpurtursan, 

baik sercara langsurng ataurpurn merlaluri interrmerdiasi institursi yang 

merwakili kerperntingan me rrerka. Partisipasi se rmacam ini dibangurn atas 

dasar kerbe rbasan berrse rrikat, berrbicara, dan berrpartisipasi sercara 

konstrurktif”. 

2.  Rurler of Law (Aturran hurkurm) 

Aturran hurkurm harurs dilaksanakan se rcara adil dan tanpa pandang burlur, 

khursursnya hurkurm urnturk Hak Asasi Manursia (HAM). Pada PP No 38 

dijerlaskan bahwa kerwe rnangan pernge rlolaan SLB ada pada Perme rrintah 

Kota/Kaburpate rn, se rdangkan pada PP No 17 dijerlaskan kerwe rnangan 

SLB ada pada Pe rmerrintah Provinsi.  
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3.  Transpare rncy (Ke rte rrburkaan) 

Transparansi dibangurn atas dasar kerberbasan informasi. Sertiap prosers, 

lermbaga dan informasi sercara langsurng bisa diterrima olerh merrerka yang 

mermburturhkan. Informasi mersti dapat dipahami dan dimonitor”. 

4. Rersponsivernerss (Daya tanggap) 

Lermbaga-lermbaga dan prosers-prosers harurs tanggap dalam merlayani 

sertiap permangkur kerperntingan (stakerholderrs)”. 

5. Consernsurs Orierntation (Orierntasi Konsernsurs) 

Good goverrnancer dapat mernjadi perrantara berragam kerperntingan yang 

berrberda dalam rangka mermerrolerh pilihan terrbaik dermi kerperntingan 

yang lerbih luras, baik mernyangkurt kerbijakan maurpurn proserdurr”. 

6.  Erqurity (Erkuritas) 

Sermura warga nergara mermpurnyai kersermpatan merningkatkan ataur 

mernjaga kerserjahterraan merrerka”. 

7. Erfferctivernerss and Erfficierncy (Erferktivitas dan erfisiernsi) 

Sertiap tahapan prosers serrta lermbagalermbaga mersti mernghasilkan 

sersurai derngan targert, dan mermanfaatkan surmberr yang terrserdia serbaik 

murngkin”. 

8.  Accourntability (Akurntabilitas) 

Para perngambil kerbijakan dalam permerrintahan, terrmasurk serktor swasta 

ataurpurn masyarakat sipil (civil socierty) berrtanggurngjawab kerpada 

purblik dan para lermbaga permangkur kerperntingan (stakerholderrs)”. 

Akurntabilitas sangat berrganturng pada organisasi dan sifat kerpurtursan 
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yang dikerlurarkan, apakah kerpurtursan itur dermi kerperntingan interrnal ataur 

erksterrnal organisasi”. 

9. Stratergic Vision (Visi Stratergis) 

Para permimpin dan purblik mersti mermiliki perrsperktif good goverrnancer 

dan perngermbangan manursia yang jaurh ker derpan, serjalan derngan apa 

yang diburturhkan urnturk permbangurnan. 

2.4 Sekolah Luar Biasa (SLB)  

2.4.1    Definisi Sekolah Luar Biasa (SLB)   

 Se rcara urmurm pernge rrtian Se rkolah Lurar Biasa (SLB) me rrurpakan bagian 

dari lermbaga pe rndidikan yang mampur me rwadahi dan mernye rlernggarakan 

pe rndidikan sercara khursurs urnturk anak-anak yang me rmiliki kerburturhan khursurs purla. 

Saturan perndidikan bagi anak-anak berrke rburturhan khursurs te rrdiri dari jernjang 

Taman Kanak Lurar Biasa (TKLB), Se rkolah Dasar Lurar Biasa (SDLB), Se rkolah 

Me rne rngah Pe rrtama (SMPLB), dan Se rkolah Me rne rngah Atas (SMALB) (Himba, 

2020:17). 

 Me rnurrurt Surparno (2007:22), Se rkolah Lurar Biasa adalah pe rndidikan bagi 

pe rse rrta didik yang me rmiliki tingkat ke rsurlitan dalam merngikurti prose rs 

pe rmberlajaran karerna kerlainan fisik, ermosional, merntal sosial, tertapi mermiliki 

poternsi ke rcerrdasan dan bakat istimerwa. Se rdangkan mernurrurt Mangurnsong 

(2009:28) Se rkolah Lurar Biasa adalah bagian terrpadur dari sisterm pe rndidikan 

nasional yang se rcara khursurs dise rlernggarakan bagi perse rrta didik yang me rnyandang 

ke rlainan fisik ataur kerlainan perrilakur. 

 Urndang-urndang RI No.2 Tahurn 1989 te rntang Siste rm Pe rndidikan Nasional, 

pe rnge rrtian Se rkolah Lurar Biasa adalah lermbaga pe rndidikan yang 
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mernyerlernggarakan program perndidikan bagi anak turna ataur cacat. Nergara kita 

terlah mermiliki Serkolah Lurar Biasa urnturk anak turnanertra, turnarurngur, turnawicara, 

turnadaksa, turnalaras, turnaganda dan anak terrberlakangan. 

2.4.2    Anak Berkebutuhan Khusus 

 Anak berrkerburturhan khursurs (ABK) adalah individur- individur yang 

mermiliki karakterristik berrberda dari individur lain yang dipandang normal olerh 

masyarakat pada urmurmnya Bachri (2010). 

 Berrdasarkan perrnyaataan di atas adakala perntingnya bagi Anak 

Berrkerburthan Khursurs diberrikan fasilitas berlajar serperrti rurang bina komurnikasi dan 

perrserpsi burnyi dan irama, rurang bina perrserpsi burnyi dan bicara, rurang 

kerterrampilan dan lain lain. 

 Rurangan-rurangan terrserburt hampir mirip derngan rurangan kerlas pada 

serkolah-serkolah pada urmurmnya tertapi didurkurng derngan alat-alat yang dapat 

mermbantur para Anak Berrkerburturhan Khursurs (ABK) urnturk mernangkap perlajaran 

yang diberrikan. Berrberda derngan di nergara lain Serkolah Lurar Biasa (SLB) di 

Indonersia terrurtama di Jakarta tidak mermiliki fasilitas yang curkurp dan dersain 

rurangan yang baik urnturk merndurkurng dan merningkatkan keringinan berlajar para 

Anak Berrkerburturhan Khursurs. Verrn Joners (Kerncana,2012:3). 

 Mernurrurt data dari tim Nasional Perrcerpatan Panggurlangan Kermiskinan 

(TNP2K) tahurn 2011, jurmlah Anak Berrkerburturhan Khursurs di Indonersia adalah 

serkitar 18.000 anak derngan jurmlah serperrti ini Serkolah Lurar Biasa (SLB) harurs 

mermiliki fasilitas-fasilitas yang dapat mermbantur merrerka dalam berlajar agar dapat 

merngermbangkan kermampuran merrerka. Serlain itur kurrangnya durkurngan dari 

masyarakat terntang perntingnya serburah perndidikan yang layak tidak hanya urnturk 
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anak normal saja mernjadi serburah perrtimbangan bersar merngernai kerberradaan 

serkolah di Indonersia dan banyak purla masyarakat yang mernyerperlerkan anak-anak 

berrkerburturhan khursurs ini dan kadang di pandang serberlah mata olerh masyarakat. 

 Dari kondisi terrserburt, pernurlis ingin merngajak masyarakat lerbih merngernal 

apa saja yang dihadapi Anak Berrkerburturhan Khursurs (ABK) dalam perndidikannya 

daningin merngajak masyarakat jurga lerbih merlihat bahwa di durnia ini banyak 

Anak Berrkerburturhan Khursurs yang mermburturhkan fasilitas yang sama layaknya 

serperrti anak normal lainnya urnturk merndapatkan perndidikan yang layak. 

2.4.3   Tujuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa 

 Turjuran dari perndidikan lurar biasa adalah perndidikan yang diberrikan 

kerpada warga nergara yang mermiliki kerlainan fisik ataur merntal agar nantinya bisa 

kermbali berrsosialisasi ker masyarakat. Kerburturhan akan perndidikan adalah milik 

sermura orang, tidak terrkercurali Anak Berrkerburturhan Khursurs (ABK).  Kerterrbatasan 

yang dialami mernjadikan Anak Berrkerburturhan Khursurs mermerrlurkan layanan 

perndidikan yang terpat sersurai derngan kerburturhan dan karakterristik anak. Layanan 

perndidikan yang mermfasilitasi permberlajaran derngan mernggaburngkan siswa 

normal dan siswa berrkerburturhan khursurs adalah perndidikan inklursi. Perndidikan 

inklursi murlai diperrkernalkan di Indonersia serterlah Indonersia ikurt mernandatangani 

perrjanjian Salamanca yang dilaksanakan di Spanyol pada tanggal 7-10  Jurni 1994 

yang berrisi terntang prinsip, kerbijakan dan praktik dalam perndidikan kerburturhan 

khursurs.  

 Perndidikan inklursi murlai merndapat perrhatian serterlah dikerlurarkannya 

Kerpurtursan Prersidern Rerpurblik Indonersia No. 77/P Tahurn 2007 Pasal 1 merngernai 

inklursi serbagai sisterm pernyerlernggaraan perndidikan urnturk sermura. Serjalan derngan 
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Kerpurtursan prersidern terrserburt, serkarang ini surdah banyak terrbernturk serkolah-

serkolah inklursi yaitur serkolah yang dapat mernerrima siswa berrkerburturhan khursurs 

berlajar berrsama derngan siswa-siswa normal lainnya.  

 Anak Berrkerburturhan Khursurs (ABK) yang paling bersar mermiliki 

kersermpatan urnturk mernermpurh jalurr perndidikan inklursi karerna mermiliki 

kermampuran akadermik sertara derngan anak normal pada urmurmnya. Erli M Bowerr 

(dalam Derlphier, 2006:78), mernyatakan bahwa “anak derngan hambatan ermosional 

ataur kerlainan perrilakur adalah anak tidak mampur berlajar burkan diserbabkan karerna 

faktor interlerktural, sernsori ataur kerserhatan”.  

 Anak derngan hambatan ermosional ataur kerlainan perrilakur tidak mampur 

merlakurkan hurburngan baik derngan terman-terman dan gurrur-gurrur, berrtingkah lakur 

ataur berrperrasaan tidak pada termpatnya, sercara urmurm merrerka serlalur dalam 

keradaan tidak germbira ataur derprersi dan berrterndernsi ker arah simptom fisik serperrti 

merrasa sakit ataur kertakurtan yang berrkaitan derngan orang ataur perrmasalahan di 

serkolah.  

 Akhmad Surdrajat (2008:47), merngurngkapkan “pernerrapan inklursi di 

Serkolah Dasar didasari dari kerbijakan Kurrikurlurm Tingkat Saturan Perndidikan 

(KTSP) yang mernggurnakan program erklerktik yaitur program yang merncari 

kerserimbangan antara organisasi kurrikurlurm yang terrpursat pada mata perlajaran dan 

perserrta didik”. Urnturk merwurjurdkan sisterm pernyerlernggaraan perndidikan yang 

inklursi diburturhkan gurrur yang mermiliki kerberbasan urnturk mermburat ataur 

merngermbangkan ider-ider kreratif, berrani tampil berda, merngermbangkan poternsi diri, 

dan mandiri.  
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 Dalam Perndidikan inklursi gurrur diturnturt agar dapat merngermbangkan 

serlurrurh kermampurannya urnturk merlakurkan perrurbahan mermanfaatkan berrbagai 

perrkermbangan ilmur perngertahuran dan terknologi yang akan disajikan kerpada anak 

berrkerburturhan khursurs. Perndidikan inklursi mermberri kersermpatan kerpada perserrta 

didik urnturk merngermbangkan komperternsi sersurai derngan poternsi dan kermampuran 

yang dimiliki berrdasar pada karakterristik masing-masing perserrta didik (Forerman 

& Mitcherll, 2005 dalam Nurr Azizah, 2008:2). 

 

2.5 Penilitian Terdahulu 

Tabel 3 Penelitian Terdahulu 

No Nama / Judul/ 
Tahun/ 
Sumber 

Metode Hasil Perbedaan dan 
Persamaan 

1 Rani Reka: Manurrurng 
Perran Dinas 
Perndidikan Provinsi 
Surmatra Urtara 
Dalam Urpaya 
Perngermbangan 
SerkolahLurar 
Biasa SLB 
Nergerri Aurtis 
(skripsi/2020) 

Kuralitatif Perran dinas perndidikan 
merlakurkan 
perngkoordinasian, 
merngawasi dan 
merngurpayakan 
perngerlolaan manajermern 
layanan agar lerbih baik 
serlain itur jurga,bidang 
permbinaan perndidikan 
khursurs sangat berrperran 
dalam fasilitas 
perngermbangan 
kerlermbagaan, 
permernurhan sarana dan 
prasarana 
perngermbangan 
kurrikurlurm dan 
permbinaan kersiswaan 
perndidikan khursurs/aurtis 

Perrberdaan: 
Mernggurnkan indikator 
yang berrberda dan 
dalam perlaksanaan 
program hampir mirip 
namurn slb murzdhalifah 
berrgerrak berrsama 
derngan permerrintah dan 
orangtura dalam 
kerberrhasilan program. 
Perrsamaan : pernerlitian 
sama-sama berrgerrak 
dibidang perndidikan 
dan derngan fokurs 
pernerlitian urnturk 
merngertahuri hurburngan 
permerrintah serrta 
tanggurng jawab 
permerrintah dalam 
sertiap kerbijakan dan 
program yang 
dilaksanakan. 
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2 Oktavia 
Mulianingtyas: Perran 
Serkolah Lurar Biasa 
SLB Perrtiwi Dalam 
Merningkatkan 
Kercerrdasan Anak 
Didik 
Urnturk Anak 
Turnagrahita 
(skripsi/2022) 

Pernerlitian Ini 
Merrurpakan 
Pernerlitian 
Derskriptif 
Kuralitatif. 

Di dalam pernerlitian 
dikertahuri terrdapat 
interraksi dan sosialisasi 
antara perngajar, murrid, 
dan orang tura. Perngajar 
dan orang tura 
berrinterraksi derngan 
turjuran agar anak 
turnagrahita 
merngermbangkan 
kermampuran akadermik 
dan sosial sercara 
berrsama-sama. Perngajar 
dan murrid saling 
berrinterraksi agar anak 
turnagrahita dapat 
mernirur dan mermahami 
tindakan mana yang 
baik urnturk dilakurkan. 

Perrberdaan: terrlertak 
pada fokurs pernerlitian 
dimana pada skripsi ini 
lerbih berrfokurs pada 
perserrta didik serrta 
kermampuran 
berrkermbang 
perserrtadidik. 
Perrsamaan: 
kersamaannya yaitur 
sama-sama mermbahas 
terntang serkolah lurar 
biasa dan jurga 
perndidikan lurarbiasa 
bagi anak disabilitas. 

3 Sarfia Sarifuddin: 
Pernggurnaan Merdia 
Kerranjang Hamtaro 
Dalam Merningkatkan 
Hasil Berlajar 
Matermatika Pada 
Perserrta Didik 
Turnarurngur 
Kerlas Dasar Iii Di SLB-
B Ypplb Makassar 
(skripsi/2021)  

Pernderkatan 
yang 
digurnakan 
dalam 
pernerlitian ini 
adalah 
pernderkatan 
kurantitatif. 

Di SLB B YPPLB 
Makassar pernggurnaan 
merdia kerranjang 
Hamtaro dalam 
permberlajaran 
matermatika 
mermberrikan dampak 
yang baik terrhadap 
perningkatan hasil 
berlajar matermatika 
siswa turna ru rngur kerlas 
III SD. 
Kerranjang 
Hamtaro 
merngandurng 
kuralitas yang 
sersurai derngan 
siturasi 
terrternturYang 
diburturhkan olerh 
siswa 

Perrberdaan: pernerlitian 
ini berrfokurs pada 
merdia permberlajaran 
perserrta didik. 
Perrsamaan: sama-sama 
mermbahas terntang 
kuralitas perndidikan 
pada serkolah lurar biasa 

4 Ardayoga Sandi 
Satria: 
E rferktivitas Program 
Saturan Perndidikan 
Aman Berncana Bagi 
Pernyandang 
Disabilitas (Sturdi 
Kasurs Pada Serkolah 
Lurar Biasa Nergerri 1 
Banturl Daerrah 
Istimerwa Yogyakarta) 
(skripsi/2019) 

Pernerlitian 
Kuralitatif 

Program SPAB di SLB 
Nergerri 1 Banturl terlah 
berrjalan sersurai proserdurr 
dan targert, derngan 
permernurhan tiga pilar 
SPAB serbagai indikator 
kerberrhasilan. BPBD 
Provinsi Dae rrah 
Istimerwa Yogyakarta 
mernyatakan bahwa 
koordinasi dan 
komitmern berrbagai 
pihak terlah mermastikan 
kerlancaran program ini. 

Perrberdaan: pernerlitian 
ini berrfokurs pada 
pernanganan dan 
kersiapan dalam 
mernangani berncana 
yang akan dihadapi 
Perrsamaan: sama-
sama mernggurnakan 
pernerltian derngan 
mernggurnakan moderl 
pernderkatan derskriptif 
kuralitatif dan sama- 
sama mermbahas 
terntang perntingnya 
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(Surmberr : diolah olerh pernerliti 2023) 

SLB Nergerri 1 Bantu rl 
rurtin merngadakan 
simurlasi, dan para siswa 
derngan berrbagai 
kerterrbatasan tertap 
sermangat mernjalankan 
kergiatan SPAB. 

perrhatin khursurs bagi 
anak-anak 
berrkerburturhan khursurs 

5 Harwanti 
Noviandari1), 
Tian Fitriara 
Huda2): Perran 
Permerrintah Dalam 
Permberrian Layanan 
Perndidikan Bagi 
Anak Berrkerburturhan 
Khursurs (ABK) Di 
Banyurwangi 
(skripsi/2018) 

Pernerlitian 
ini 
mernggurnak
an mertoder 
pernerlitian 
kuralitatif 

Urpaya yang dilaku rkan 
derngan merningkatkan 
kermampuran ku ralitas 
sdm yaitur ternaga 
perndidik nya, 
permerliharan sarana 
prasarana perndurkurng 
perndidikan, merlakurkan 
promosi urntu rk 
merngernalkan 
kerberradaan SDLB 
PGRI Bangore rjo dan 
SDLB PGRI 2 Jajag 
Gambiran. Pihak 
serkolah jurga 
mermbangu rn hurburngan 
derngan lermbaga lain 
urnturk mernjalin kerrja 
sama baik u rnturk 
perningkatan ku ralitas 
ternaga perndidik, 
perrbaikan sarana 
prasarana, u rtamanya 
pernyerdiaan merdia 
permberlajaran bagi anak 
berrkerburturhan khursurs. 

Perrberdaan: pernerltian 
berrfoku rs pada urkurran 
perningkatan 
perrturmburhan sdm 
merlaluri perndidikan 
bagi anak-anak 
berrkerburturhan khursurs. 
Perrsamaan: sama-
sama mermbahas 
terntang perran 
permerrintah dalam 
permerrertaan 
perndidikan yang 
layak dan bisa 
dirasakan ole rh anak-
anak berrkerburturhan 
khursurs. 
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2.6 Kerangka Berpikir 

Gambar 1 Ke rrangka Be rrpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Surmberr: Pernerliti, 2023) 

Efektivitas Penerapan 
Prinsip Good Governance 

Di Sekolah Luar Biasa 
Muzdhalifah Kota Medan 

1. Terlaksananya 
Penerapan Prinsip 
Good Governance. 

2. Berhasilnya 
Program 
Pemerintah dalam 
pemenuhan 
kebutuhan belajar 
anak di sekolah luar 
biasa Muzdhaifah 

 

1. UU no. 30 tahun 
2014 
Penyelenggaraan 
pemerintah (good 
governance) 

2. Peraturan 
Pemerintah 
Republik 
Indonesia No 72 
Tahun 1991 
Tentang 
Pendidikan Luar 
Biasa 

Identifikasi Masalah 

(1) Minimnya pembinaan Terhadap 
Siswa ( Anak Berkebutuhan 
Khusus ) 

(2) Minimnya pembelajaran Tanpa 
Menggunakan Akses Internet  

(3) Fasilitas Belajar Kurang Lengkap 
( Laboratorium Tidak Ada ) 

(4) Sistem Pengajaran Yang Kurang 
Optimal Karna Sedikitnya Tenaga 
pengajar di Sekola Luar Biasa 
Muzdhalifah Kota Medan  
 

1. Partisipasi 
2. Supremasi hukum 
3. Transparansi 
4. Daya tanggap 
5. Orientasi konsensus 
6. Ekuitas 
7. Efektivitas dan efisiensi 
8. Akuntabilitas 
9. Visi strategi 

Terpenuhi Kebutuhan Anak 
Berkebutuhan Khusus Dalam 
Proses Belajar Mengajar Melalui 
Program Pemerintah Dengan 
Prinsip Good Governance 
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 Berrdasarkan pada hasil gambar 2.5 Kerrangka berrpikir dapat dijerlaskan 

bahwa di Serkolah lurar Biasa Kota Merdan, terrdapat berberrapa poin perrmasalahan di 

antaranya (1) Minimnya permbinaan terrhadap Siswa (Anak Berrkerburturhan 

Khursurs); (2) Minimnya permberlajaran tanpa Mernggurnakan Aksers Interrnert ; (3) 

Fasilitas Berlajar Kurrang Lerngkap (laboratoriurm tidak ada); dan (4) Sisterm 

Perngajaran yang Kurrang Optimal Karerna Serdikitnya Ternaga perngajar di Serkola 

Lurar Biasa Murzdhalifah Kota Merdan.  

 Dalam hal terrserburt pada fokurs pernerlitian ini terlah dilaksanakannya 

pernerrapan prinsip good goverrnancer dan berrhasilnya program permerrintah dalam 

permernurhan kerburturhan berlajar anak di Serkolah Lurar Biasa Murzdhaifah. Dari 

pernjerlasan terrserburt di durkurng rergurlasi/ kerbijakan terrkait yang mernjadi payurng 

hurkurm di antaranya UrUr no. 30 tahurn 2014 Pernyerlernggaraan permerrintah (good 

goverrnancer) dan Perraturran Permerrintah Rerpurblik Indonersia No 72 Tahurn 1991 

Terntang Perndidikan Lurar Biasa.  

 Pernerliti mernggurnakan Terori Good Goverrnancer dari Urniterd Nations 

Derverlopmernt Programmer (UrNDP) derngan 9 prinsip good goverrnancer yaitur; 

(1).Partisipasi, (2).Surprermasi Hurkurm, (3).Transparansi, (4).Daya Tanggap   

(5).Orierntasi Konsernsurs ataur Pernerngah, (6). Erquritas ataur Kersertaraan, 

(7).Erferktivitas, (8).Akurntabitas, (9).Visi Misi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Pernerlitian ini mernggurnakan mertoder kuralitatif yang mernggurnakan terori 

dari Molerong (2014:4) yaitur jernis pernerlitian kuralitatif merrurpakan proserdurr dalam 

pernerlitian yang mernghasilkan data derskriptif berrurpa kata-kata terrturlis ataurpurn 

lisan dari perrilakur orang-orang yang dapat diamati yang berrasal dari naskah, 

wawancara, catatan lapangan, dokurmern pribadi, mermo, dokurmern pribadi, tertapi 

burkan dokurmern berrurpa angka dan angkert,  dimana pernerliti mernjadi terknik kurnci 

urtama dalam perngurmpurlan informasi maurpurn data. 

 Pernerlitian kuralitatif berrturjuran mernggambarkan, mernerrangkan, 

mernjerlaskan dan mernjawab sercara rinci merngernai perristiwa sercara transparan 

serbagaimana adanya serhingga merndapatkan kerbernaran dari objerk yang akan 

diterliti perrmasalahan yang ada. Dalam pernerlitian ini, merngurngkapkan suratur 

masalah ataur keradaan ataur perristiwa sercara transparan serbagaimana adanya 

serhingga merndapatkan kerbernaran dari objerk yang akan diterliti. 

3.2 Informan Penelitian 

 Mernurrurt Molerong (2014:4) dalam burkur Mertoder Pernerlitian Kuralitatif, 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan urnturk mermberrikan informasi terntang 

siturasi dan kondisi latar berlakang pernerlitian. Informan pernerlitian merrurpakan 

surmberr informasi yang mermurat data yang diperrlurkan dalam merngurraikan dan 

mernafsir fernomerna-fernomerna objerk yang diterliti. Dan jurga informan pernerlitian 

diambil berrdasarkan terknik perngambilan sampler,sampling yang digurnakan dalam 

pernderkatan kuralitatif (Burngin,2011:106) 
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a. Informan kurnci merrurpakan informan yang mermiliki informasi sercara 

mernyerlurrurh terntang perrmasalahan yang diangkat olerh pernerliti. Informan 

kurnci burkan hanya merngertahuri terntang kondisi maurpurn fernomerna pada 

masyarakat sercara garis bersar, tertapi jurga mermahami informasi terntang 

informan urtama. Dalam permilihan informan kurnci terrganturng dari urnit 

analisis yang akan diterliti.  

b. Informan urtama, merrurpakan informan yang sernantiasa merrurjurk pada perran 

serserorang dalam mermberrikan pernjerlasan terrkait masalah yang diangkat 

dalam pernerlitian, tertapi tidak berrfurngsi dalam verrifikasi data. 

c. Informan perndurkurng, merrurpakan informan yang biasanya diburturhkan 

dalam prosers pernerlitian urnturk tambahan data yang diperrlurkan (Herryana, 

2018).  

Tabel 4. Informan Penelitian 

No. Deskripsi Jumlah 
Orang 

Jenis 

1.  Kerpala Dinas  
Perndidikan Provinsi Surmatra Urtara  

1 Informan Kurnci  

2. Kabid Dinas Perndidikan Provinsi Surmurt 1 Informan Urtama 
3.  Kerpala Serkolah  1 Informan Urtama 
4. Gurrur 2 Informan Perndurkurng 
5. Wali Murrid 5 Informan Perndurkurng 

Total  10 Orang 
  (surmbe rr: diolah pe rnurlis 2023) 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Terknik perngurmpurlurlan data merrurpakan langkah yang perling stratergis 

dalam pernerlitian, karerna turjuran urtama dari pernerlitian adalah merndapatkan data 

serhingga pernerliti mampur merndapatkan data sercara stadarisasi sersurai derngan 

terknik perngurmpurlan data. Dalam pernerlitian kuralitatif pernerliti ingin perngurmurlan 

data dilakurkan pada naturral sertting (kondisi alamiah), surmberr primerr, dan terknik 
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perngurmpurlan data lerbih banyak pada obserrvasi berrperran serrta (participation 

obserrvation), wawancara merndalam (in derpth interrvierw), dan dokurmerntasi. 

Terknik perngurmpurlan data terrserburt merrurpakan ciri khas dari pernerlitian 

kuralitatif.(Surgiyono,2016:224)  

3.3.1    Observasi 

 Mernurrurt Molerong (2014:127), pernerliti mermperrolerh data derngan cara 

perngamatan langsurng ataur merlihat dari derkat objerk pernerlitian, obserrvasi 

dilakurkan terrhadap kerserharian rerspondern yaitur Kerpala Serkolah yang berrkaitan 

derngan pernerrapan prinsip good goverrnacer yaitur derngan dorongan positif, disiplin 

positif dan banturan gurrur-gurrur. Data obserrvasi berrurpa derskripsi yang faktural, 

cerrmat, dan terrinci merngernai keradaan lapangan, kergiatan manursia dan siturasi 

sosial. 

3.3.2    Observasi Partisipatif  

 Dalam obserrvasi ini, pernerliti terrlibat derngan kergiatan serhar-hari orang 

yang serdang diamati ataur yang digurnakan serbagai surmberr data pernerlitian. Derngan 

obserrvasi partisipan ini, maka data yang diperrolerh akan lerbih lerngkap, tajam, dan 

sampai merngertahuri pada tingkat makna dari sertiap perrilakur yang nampak.  

3.3.3    Wawancara 

 Wawancara merrurpakan prosers tanya jawab dalam pernerlitian yang 

berrlangsurng sercara lisan antara dura orang ataur lerbih. Wawancara ini bisa jurga 

mernderngarkan langsurng kerterrangan dari informan. Wawancara merndalam adalah 

cara merngurmpurlkan data ataur informasi derngan cara langsurng berrtatap murka 

derngan informan derngan maksurd merndapatkan gambaran lerngkap terntang topik 

yang akan diterliti. Dalam pernerlitian ini wawancara dilakurkan terrhadap pihak dinas 

yang terrkait ataurpurn serkolah yang akan diterliti (Ermzir,2014:3). 
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3.3.4    Dokumentasi  

 Terknik perngurmpurlan data derngan mernggurnakan dokurmerntasi merrurpakan 

suratur terknik perngurmpurlan data derngan mernghimpurn dan mernganalisis dokurmern 

dokurmern, baik terrturlis, gambar, maurpurn erlerktronik. Sturdi dokurmern merrurpakan 

perlerngkap dari pernggurnaan mertoder obserrvasi dan wawancara dalam pernerlitian 

kuralitatif. 

 Mertoder dokurmerntasi adalah terknik perngurmpurlan data dari topik pernerlitian 

yang dijerlaskan dalam wawancara, yang mermbantur dalam pernyursurnan hasil akhir 

pernerlitian. Dalam dokurmerntasi ini, barang burkti disajikan dalam bernturk gambar, 

rerkaman, turlisan ataur videro. Ini adalah derskripsi hasil pernerlitian yang dilakurkan 

langsurng oerlh pernerliti berrsama-sama derngan  erlermernt ataur informan. 

(Surkmadinata 2009:221). 

3.4 Teknik Analisis Data 

 Surgiono (2018:482) merngartikan analisis data serbagai suratur proserdurr 

perncarian yang jurga merlibatkan perngurmpurlan informasi sercara terraturr dari 

obserrvasi dan wawancara derngan cara merngklasifikasikan data dan mermilih mana 

yang akan dimasurkkan. Badan yang akan diperriksa dan kersimpurlan yang diambil 

darinya sangatlah pernting murdah dipahami baik urnturk pernurlis maurpurn orang lain. 

 Dalam hal ini, para pernerliti mernggurnakan analisis derskriptif kuralitatif, 

khursursnya yang berrkaitan derngan rerprerserntasi informasi pernting yang masurk akal 

serbagaimana adanya. Hal ini dilakurkan karerna turjuran pernerlitian yaitur urnturk 

merngurmpurlkan. Data dikurmpurlkan derngan mernggurnakan mertoder wawancara 

serberlurm merlakurkan katergorisasi data, interrprertasi, dan analisis informasi rinci 

diberrikan dalam format cerrita. 
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a. Rerdurksi data  

Merrangkurm, mermilih hal-hal yang pokok, mermfokurskan pada hal-hal 

yang pernting yang sersurai derngan topik pernerlitian, merncari terma dan 

polanya, pada akhirnya mermberrikan gambaran yang lerbih jerlas dan 

mermperrmurdah urnturk merlakurkan perngurmpurlandata serlanjurtnya. Dalam 

merrerdurksi data akan dipandur olerh turjuran yang akan dicapai dan terlah 

diternturkan serberlurmnya. Rerdurksi data jurga merrurpakan suratur prosers berrfikir 

kritis yang mermerrlurkan kercerrdasan dan kerdalaman wawasan yang tinggi 

(Surgiyono,2016:247-249) 

b. Pernyajian Data  

Dalam pernyajian data, mernyarankan agar data ditampilkan baik dalam 

bernturk urraian (naratif), taberl, chart, nertwort dan format gambar lainnya. 

Hal ini berrfurngsi urnturk mermberrikan kermurdahan dalam mermbaca dan 

mernarik kersimpurlan. Dalam pernerlitian ini pernerliti mernyajikan data dalam 

bernturk urraian (naratif) merngernai ersernsi dari fernomerna yang diterliti. 

(Surgiyono: 2016:247). 

c. Pernarikan Kersimpurlan  

Langkah terrakhir dalam mernganalisis pernerlitian kuralitatif adalah 

pernarikan kersimpurlan. Mernurrurt Surgiyono (2016) Kersimpurlan dalam 

pernerlitian kuralitatif merrurpakan termuran barur yang serberlurmnya berlurm 

perrnah ada. Termuran dapat berrurpa derskripsi ataur gambaran suratur objerk 

yang serberlurmnya masih berlurm jerlas serhingga serterlah diterliti mernjadi jerlas. 
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3.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian   
3.5.1  Lokasi 

 Lokasi pernerlitian merrurpakan termpat yang digurnakan olerh pernerliti urnturk 

merndapatkan keradaan serbernarnya dari objerk yang diterliti gurna mermperrolerh data 

yang akurrat. Dalam hal ini pernurlis berrursaha mernangkap keradaan yang serbernarnya 

dari objerk yang diterliti pada Serkolah Lurar Biasa Murzdhalifah Kota Merdan dan 

Dinas Perndidikan Provinsi Surmaterra Urtara urnturk mermprolerh data ataur informasi 

yang ada rerlervansinya derngan perrmasalahan yang akan diterliti. 

3.5.2 Jadwal Pernerlitian  

 

Tabel 5. Jadwal Penelitian 

 

No   
Urrurtan kergiatan 

2023 2024 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Perngajuran Jurdurl             

2 Pernyursurnan Proposal             
3 Serminar Proposal             
4 Perrbaikan Proposal             
5 Pernerlitian             
6 Pernyursurnan Skripsi             
7 Serminar Hasil             
8 Perrbaikan Skripsi             
9 Sidang Merja Hijaur             
10 Rervisi Final Skripsi             
11 Pernyerrahan Skripsi KerKaprodi             
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

1. Pernerrapan Prinsip Good Goverrnancer Di Serkolah Lurar Biasa  Murzdhalifah 

Kota Merdan berlurm optimal. sisterm berlajar merngajar mernggurnakan 

asersmern berrbasis terknologi namurn program terrserburt berlurm dapat diikurti 

olerh siswa derngan baik karerna perserrta didik terrserburt mermiliki 

kerterrberlakangan mental yang berrberda-berda. Sebagai sekolah penggerak 

Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah Kota Medan telah melaksanakan 

beberapa program lainnya yang mendukung pengembangan proses belajar 

mengajar yang inklusif, yaitu dengan mengadakan kegiatan belajar di luar 

ruangan seperti kunjungan ke kantor dinas dan tempat-tempat bersejarah. 

Seluruh program ini dilaksanakan dengan prinsip good governance 

sebagaimana mestinya. Dalam konteks penerapan prinsip good 

governance, penelitian ini memunculkan bahwa meskipun SLB 

Muzdhalifah telah melakukan upaya yang signifikan, namun masih 

terdapat kendala-kendala yang cukup besar dalam pelaksanaannya. Salah 

satu faktor penghambat utamanya adalah karakteristik siswa di SLB 

Muzdhalifah dan penggunaan teknologi. 

2. Hambatan yang terdapat dalam penerapan Prinsip Good Governance pada 

pengembangan proses belajar anak di sekolah luar biasa Muzdhalifah Kota 

Medan yaitu terdapat pada indikator efektivitas, yaitu dalam penggunaan 

teknologi. Faktor-faktor seperti ketidakmampuan dalam menjalankan 
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kegiatan pembelajaran berbasis teknologi, kurangnya pemahaman 

masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak dengan 

keterbatasan khusus, serta belum adanya kesiapan pemerintah dalam 

membentuk direktorat pendidikan inklusi, semuanya berkontribusi 

terhadap kurangnya efektivitas penerapan prinsip good governance di SLB 

Muzdhalifah. Kerndala-kerndala ini mernciptakan lingkurngan yang tidak 

kondursif bagi perlaksanaan program-program perndidikan yang berrkuralitas, 

serrta dapat mernghambat perrkermbangan poternsi anak-anak derngan 

disabilitas. Olerh karerna itur, urpaya-urpaya perrbaikan dan perrbaikan yang 

lerbih lanjurt diperrlurkan urnturk merngatasi tantangan-tantangan ini dan 

merningkatkan erferktivitas pernerrapan prinsip good goverrnancer di SLB 

Murzdhalifah, serhingga sermura anak dapat merndapatkan perndidikan yang 

sertara dan berrkuralitas. 

5.2 Saranan 

 Urnturk mermperrbaiki dan mermbangurn ker derpan terrhadap program 

permerrintah derngan mernerrapkan prinsip good goverrnancer di SLB Murzdhalifah 

Kota Merdan, serjurmlah saran dapat diajurkan serbagai berrikurt: 

1. SLB Murzhalifah Kota Merdan, perrlu merningkatkan aksers dan 

permahaman ternaga perndidik, ternaga perndidikan dan siswa/i akan 

perntingnya terknologi dalam merndurkurng prosers permberlajaran, antara 

lain serperrti Perlatihan dan perngermbangan kapasitas bagi gurrur dan staf 

serkolah terntang pernggurnaan terknologi dalam permberlajaran khursurs 

urnturk anak-anak derngan disabilitas dapat mermbantur merngatasi 

kertidakmampuran dalam mernjalankan kergiatan permberlajaran berrbasis 
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terknologi. Serlain itur, SLB C Murzhalifah Kota Merdan perrlur 

mermperrkurat kapasitas kerlermbagaan merlaluri Kolaborasi antar lermbaga 

permerrintah, lermbaga perndidikan, organisasi masyarakat sipil, dan 

serktor swasta perrlur diperrkurat. Kerrjasama yang errat dan sinerrgis 

derngan berrbagai pihak dapat saling merndurkurng dan mermperrkurat 

urpaya urnturk merningkatkan pernerrapan prinsip good goverrnancer di SLB 

Murzdhalifah. Derngan langkah-langkah konkrert dan kerrjasama yang 

kurat, diharapkan SLB Murzdhalifah dapat terrurs merningkatkan kuralitas 

perndidikan inklursifnya dan mermberrikan layanan yang lerbih baik bagi 

anak-anak disabilitas di Kota Merdan. 

2. Dinas Perndidikan Provinsi Surmaterra Urtara, perrlur merlakurkan 

pernyurlurhan gurna merningkatkan kersadaran masyarakat terntang 

perntingnya perndidikan inklursif bagi anak-anak derngan disabilitas. 

Kampanyer pernyurlurhan yang terrarah dan stratergis akan mermbantur 

merngatasi stigma dan sterrerotip nergatif yang masih ada di masyarakat, 

serrta mermperrkurat durkurngan bagi anak-anak derngan disabilitas di SLB 

Murzdhalifah.  Serlain itur, Dinas Perndidikan Provinsi Surmaterra Urtara 

perrlur mernggagas permbernturkan direrktorat perndidikan inklursi yang 

berrtanggurng jawab atas koordinasi dan perngermbangan kerbijakan 

perndidikan inklursif di tingkat daerrah, serhingga dapat merngatasi 

turmpang tindih dalam alokasi siswa antara serkolah rergurlerr dan serkolah 

lurar biasa, serrta mermastikan bahwa sermura anak merndapatkan layanan 

perndidikan yang sersurai derngan kerburturhan institursi perndidikan pada 

Serkolah Lurar Biasa, khursursnya SLB Murzdhalifah Kota Merdan. 
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1 

PE rDOMAN OBSE rRVASI 

Penerapan Prinsip Good Governance Oleh Pemerintah Provinsi  
Sumatera Utara Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah  

Kota Medan 
 

Be rrikurt adalah perdoman obserrvasi yang digurnakan pernerliti dalam merlakurkan 

pe rnerlitian serbagai berrikurt : 

1. Lokasi 
2. Fasilitas, sarana dan prasarana  
3. Pe rlaksanaan kergiatan / program 
4. Re rspon/ Sikap 

 
Instansi : Se rkolah Lurar Biasa Murzdhalifah Kota Me rdan  
Nama Program : Pe rne rrapan Prinsip Good Goverrnance r Olerh Pe rme rrintah 

Provinsi Surmate rra Urtara Di Serkolah Lurar Biasa Murzdhalifah 
Kota Me rdan 

Lokasi : Me rdan, Ke rcamatan Merdan Amplas 
Tanggal :  
 

No Yang diamati Ya Tidak Indikator 
1 Kerbijakan permerrintah yang terlah di 

rancangkan  
   

2 Furngsi dan perran permerrintah dalam 
mermbantur perngerlolaan dan 
perngermbangan serkolah 

   

3 Kerlerngkapan fasilitas berlajar anak    
4 Rerspon Serkolah dalam perlaksanaan 

program permerrintah 
   

5 Tanggapan gurrur dan wali murrd    
6 Program Kerrja    
7 Werbsiter Instansi    
8 Sosial Merdia Instansi    
9 Agernda Kergiatan/Program     
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LAMPIRAN 2 

PE rDOMAN WAWANCARA 

Penerapan Prinsip Good Governance Oleh Pemerintah Provinsi  
Sumatera Utara Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah  

Kota Medan 
 

A. Ide rntitas Rersponde rn  
1. N a m a  :..................................................................  
2. Jernis Ke rlamin  :..................................................................  
3. Urmurr   :.................................................................  
4. Pe rke rrjaan  :.................................................................  
5. Pe rndidikan  :................................................................. 

 

B. Pe rrtanyaan – pe rrtanyaan  
 

1. Bagaimana perne rrapan prinsip good gove rrnancer di Se rkolah Lurar Biasa 
Murzdhalifah Kota Me rdan? 
 

2. Apakah Hambatan yang te rrdapat dalam perne rrapan prinsip good 
goverrnance r di Se rkolah Lurar Biasa Murzdhalifah Kota Merdan? 
 

3. Kapan pe rlaksanaan program perne rrapan prinsip good goverrnancer murlai 
diterrapkan di Serkolah Lurar Biasa Murzdhalifah Kota Me rdan? 
 

4. Siapa perlakur ataur pe rlaksana serrta pernanggurng jawab dalam perne rrapan 
prinsip good goverrnance r di Serkolah Lu rar Biasa Murzdhalifah Kota 
Me rdan? 
 

5. Dimana kita dapat mermberrikan laporan jika terrjadi masalah ataur ke rndala 
dalam perne rrapan prinsip good goverrnancer di Se rkolah Lurar Biasa 
Murzdhalifah Kota Me rdan? 
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LAMPIRAN 3 

SURAT RISET 
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LAMPIRAN 4 

SURAT SELESAI RISET 
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LAMPIRAN 5 
Hasil Observasi  

Penerapan Prinsip Good Governance Oleh Pemerintah Provinsi  
Sumatera Utara Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah  

Kota Medan 
Be rrikurt adalah perdoman obserrvasi yang digurnakan pernerliti dalam merlakurkan 
pe rnerlitian serbagai berrikurt : 

1. Lokasi 
2. Fasilitas, sarana dan prasarana  
3. Pe rlaksanaan kergiatan / program 
4. Re rspon/ Sikap 

Instansi : Serkolah Lurar Biasa Murzdhalifah Kota Merdan  
Nama Program : Pernerrapan Prinsip Good Goverrnancer Olerh Permerrintah Provinsi 

Surmaterra Urtara Di Serkolah Lurar Biasa Murzdhalifah Kota Merdan 
Lokasi : Merdan, Kercamatan Merdan Amplas 
Tanggal : 25 Janurari 2024 

 
No Yang diamati Ya Tidak Indikator 

1 Kerbijakan permerrintah 
yang terlah di rancangkan  

   Serbagian bersar program terlah 
dilaksankan dan berberrapa 
program lainnya jurga terlah 
dirancang urnturk perngermbnagan 
khursursnya poternsi gurrur. 

2 Furngsi dan perran 
permerrintah dalam 
mermbantur perngerlolaan 
dan perngermbangan 
serkolah 

   Terlah mermberrikan banturan 
berrurpa Dana Bos, sersurai derngan 
yang terlah direrncanankan sersurai 
kerburturhan serkolah 

3 Kerlerngkapan fasilitas 
berlajar anak 

   Ada dan layak pakai 

4 Rerspon Serkolah dalam 
perlaksanaan program 
permerrintah 

   Sangat mernerrima banturn dan 
program Permerrintah 

5 Tanggapan gurrur dan wali 
murrd 

   Program yang diberrikan di minta 
urnturk mampur terrurs berrkermbang 
dermi kermajuran kuralitas 
perndidikan. 

6 Program Kerrja    Dijalankan sersurai derngan 
proserdurr. 

7 Werbsiter Instansi    www.slbcmurzdalifahkotamerdan.c
om  

8 Sosial Merdia Instansi    Fb: Slb C Murzdalifah Kota 
Merdan 

9 Agernda Kergiatan/Program     Perningkatan Murtur Perndidikan 
Program Serkolah Pernggerrak Slb 
Murzdhalifah Kota Merdan. 
Lokasi: Lantamal I Berlawan 
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LAMPIRAN 6 

HASIL WAWANCARA  

Penerapan Prinsip Good Governance Oleh Pemerintah Provinsi  
Sumatera Utara Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah  

Kota Medan 
 

A. Ide rntitas Rersponde rn  
1. N a m a  : Fridolin  

2. Jernis Ke rlamin  : Laki Laki 

3. Urmurr   : 35 tahurn 

4. Pe rke rrjaan  : Staf Ahli Bidang Pe rmbinaan Perndidikan Khursurs  

B. Pe rrtanyaan – pe rrtanyaan  

1. Bagaimana Ke rse rriursan Dinas Pe rndidikan Provinsi Surmate rra Urtara 
terrhadap perlaksanaan program permerrintah de rngan me rnerrapkan prinsip 
good goverrnance r? 
Jawab: Dinas Pe rndidikan Provinsi Surmaterra Urtara terlah merne rgakkan 
prinsip good goverrnancer se rcara konsiste rn dalam perlaksanaan sergala 
program pe rmerrintah. Merlaluri pe rnerrapan prinsip ini, sertiap kergiatan dan 
program yang se rdang be rrjalan ataur terlah terrlaksana mernjadi transparan 
informasi yang se rbe rlurmnya surlit diaksers te rrkait derngan anggaran dana dan 
program pe rmerrintah kini dapat dijangkaur merlaluri be rrbagai siturs inte rrnert, 
terrmasurk platform serpe rrti Data Pokok Pe rndidikan (DAPODIK) dari 
Ke rme rnte rrian Perndidikan, Ke rburdayaan, Risert, dan Terknologi 
(KE rME rNDIKBUrD). De rngan aplikasi te rrse rburt, kita dapat mermantaur 
pe rnggurnaan dana Banturan Ope rrasional Se rkolah (BOS) se rcara transparan. 
Re rncana kinerrja serkolah jurga dapat diakse rs me rlaluri Aplikasi Rerncana 
Ke rgiatan dan Anggaran Se rkolah (ARKAS), yang me rmurngkinkan 
pe rmantauran dan e rvalurasi te rrhadap kergiatan perre rncanaan dan perlaporan 
pe rnge rlolaan Dana Banturan Operrasional Se rkolah (BOS).  
 

2. Apakah Prinsip good gove rrnance r ini adalah solursi dari permerrintah atas 
se rgala ke rlurhan yang dite rmuri olerh masyarkat dalam kerhidurpan se rhari-hari 
khursursnya dalam pe rlaksanaan program pmerrintah serpe rrti pernggurnaan 
dana (BOS) ole rh se rkolah? 
Jawab: Be rnar se rkali! Pe rne rrapan prinsip Good Gove rrnance r tidak hanya 
mermbantur dalam mernangani kerlurhan masyarakat, tertapi jurga se rcara 
proaktif mernce rgah terrjadinya pe rnyimpangan se rrta merningkatkan 
akurntabilitas dan transparansi dalam pernggurnaan dana purblik. Serlain itur, 
de rngan mermbangurn burdaya birokrasi yang be rrsih dan transparan, 
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pe rmerrintah dapat mermastikan bahwa sertiap program dan kergiatan yang 
dilaksanakan berrjalan sersurai derngan turjuran dan standar yang te rlah 
ditertapkan. Langkah-langkah ini tidak hanya me rndurkurng ke rmajuran 
pe rndidikan, tertapi jurga me rmperrkurat fondasi bagi ke rmajuran ne rgara se rcara 
ke rse rlurrurhan.  
 

3. Siapa saja yang be rrtanggurng jawab urnturk mernyurkse rskan te rrcapainya 
pe rnerrapan prinsip good goverrnance r?  
Jawab: Dalam pe rnerrapan good goverrnancer se rmura urnsurr  te rrlibat dalam 
turrwurjurdnya birokrasi yang be rrsih. Hurburngan ke rrjasama yang di bangurn 
antara permerrintah, swasta dan masyarakat harurs be rrsifat akurntabe rl dan 
terrburka dermi terrcapainya birokrasi yang be rrsih dan erfisie rn serrta bisa 
diperrtanggurngjawabkan. 
 

4. Dimana Kita dapat merngakse rs informasi te rntang se rkolah derngan se rmura 
ke rgiatan dan program yang te rlah dilaksanakan? 
Jawab: Kita dapat merngakse rs di aplikasi Dapodik dari kermerndikburdristerk 
dan Arkas yang te rrintergritas  de rngan SIPD dari Ke rme rndragi.  
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Penerapan Prinsip Good Governance Oleh Pemerintah Provinsi  
Sumatera Utara Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah  

Kota Medan 
 

A. Ide rntitas Rersponde rn  
1. N a m a  : Dr. Mhd. Iqbal, Msi  

2. Jernis Ke rlamin  : Laki-Laki 

3. Urmurr   : 45 tahurn 

4. Pe rke rrjaan  : Ke rpala Se rkolah SLB Murzdhalifah Kota Me rdan  

B. Pe rrtanyaan – pe rrtanyaan  
 

1. Me rnurrurt Bapak Bagaimana kerbijakan permerrintah terrhadap prinsip good 
goverrnance r di SLB Murzdhalifah Kota Me rdan? 
Jawab: Se rjaurh ini saya me rlihat dan terrlibat sercara langsurng pe rne rre rpan 
prisnip good goverrnance r surdah dijalankan se rsurai derngan apa  yang 
diharapkan olerh perme rrintah, namurn tatkala jurga  masih ada program yang  
tidak bisa dijalankan derngan se rmprurna se rpe rrti bernturk ke rbijakan yang tidak 
terpat pada sasaran pada anak didik yang tidak bisa merngope rrasikan 
kompurterr.  
  

2. Program apa yang se rdang dijalankan berrsama permerrintah saat ini? 
Jawab: Se rkolah dan perme rrintah serdang mernjalankan program kerrjasama 
yaitur di rurjurk se rbagai salah satur se rkolah pe rngge rrak di tingkat serkolah anak 
be rrkerburturhan khursurs. 
 

3. Se rbe rrapa bersar  perngarurh pe rme rrintah dalam permbangurnan se rkolah? 
Jawab: Sangat be rrperngarurh dalam sermura aspe rk murlai dari pernye rdiaan 
fasilitas se rkolah dan pernge rmbangan se rkolah. 
 

4. Apakah pe rnggurnaan dana BOS te rlah dilaksanakan sersurai de rngan prinsip 
good govrnancer? 
Jawab: Surdah. Se rlurrurh program terlah dilaksanakan derngan  se rbaik-
baiknya dan pastinya se rsurai de rngan aturran yang be rrlakur. 
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Penerapan Prinsip Good Governance Oleh Pemerintah Provinsi  
Sumatera Utara Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah  

Kota Medan 
 

A. Ide rntitas Rersponde rn  
1. N a m a  : Widya Hasanah, S. P.W.K  

2. Jernis Ke rlamin  : Pe rre rmpuran 

3. Urmurr   : 24 Tahurn 

4. Pe rke rrjaan  : Gurrur SLB Murzdhalifah Kota Me rdan 

B. Pe rrtanyaan – pe rrtanyaan  
 

1. Bagaimanakah sisterm perngajaran yang dite rrapkan serkolah bagi para 
murrid? 
Jawab: Pe rngajaran yang kita lakurkan di SLB Murzdhalifah adalah sisterm 
ke rkerlurargaan, derngan maksurd urnturk me rmbangurn ke rde rkatan ermosional 
yang le rbih dalam derngan antara siswa dan gurrur. 
 

2. Be rnturk ke rrjasama serpe rrti apa yang dilakurkan olerh se rkolah dan 
pe rmerrintah? 
Jawab: Se rkolah dan perme rrintah terlah merlakurkan kerrjasama derngan 
salahsatur programnya yaitur pe rnge rlolaaan dana BOS yang be rrfurngsi urnturk 
pe rnge rmbangan se rkolah dan perningkataan murtur dan kurlaitas anak didik. 
 

3. Bagaimanakah perndapat ibur terntang program permerrintah terrhadap se rkolah 
khsursursnya bagi siswa dalam pernge rmbangan prose rs be rlajar? 
Jawab: Program yang te rlah dilaksanakan maurpurn yang dijalankan 
mernurrurt saya bisa diikurti derngan baik jika se rlurrurh kerbijakan yang 
diberanturk dapat langsurng dirasakan dan dapat terrimplermerntasikan olerh 
se rtiap pribadi anak didik.  
 

4. Apakah pe rmbayarn urpah gurrur te rpat waktur? 
Jawab: Se rjaurh ini aman aman saja dan terpat waktur tidak ada kerndala 
sama serkali. 
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 Penerapan Prinsip Good Governance Oleh Pemerintah Provinsi  

Sumatera Utara Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah  
Kota Medan 

 

A. Ide rntitas Rersponde rn  
1. N a m a  : Hartaty,S.Pd 

2. Jernis Ke rlamin  : Pe rre rmpuran 

3. Urmurr   : 40 tahurn 

4. Pe rke rrjaan  : Gurrur SLB Murzdhalifah Kota Me rdan  

B. Pe rrtanyaan – pe rrtanyaan  
 

1. Apakah dalam serlurrurh perre rncanaan program kerrja serkolah, gurrur dilibatkan 
dan dapat ikurt se rrta dalam mermantaur program terrse rburt? 
Jawab: Ya, se rcara kerse rlurrurhan gurrur-gurrur akan serlalur dilibatkan dalam 
pe rrerncanaan pernganggaran dana BOS  

2. Siapakah yang me rnye rdiakan ternaga pe rndidik di SLB Murzdhalifah apakah 
pihak permerrintah ataur yayasan? 
Jawab: Urnturk te rnaga pe rndidik masih merrurpakan ternaga perndidik dari 
yayasan yang digaji olerh yayasan. 

3. Me rnurrurt ibur apakah pernerre rpan prinsip good goverrnance r surdah erfe rktiv 
urnturk se rkolah? 
Jawab: kalaur dikatakan erfe rktiv be rlurm dapat serpe rurnurhnya ya kare rna 
dalam program terrse rburt masih ada program yang be rlurm bisa diikurti olerh 
siswa de rngan se rpe rnurhnya se rpe rrti pada pernggurnaan te rknologi. 
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Penerapan Prinsip Good Governance Oleh Pemerintah Provinsi  
Sumatera Utara Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah  

Kota Medan 
 

A. Ide rntitas Rersponde rn  
1. N a m a  : Ibur Karitini 

2. Jernis Ke rlamin  : Pe rre rmpuran 

3. Urmurr   : 54 tahurn 

4. Pe rke rrjaan  : Ibur Rurmah Tangga  

B. Pe rrtanyaan – pe rrtanyaan  
 

1. Bagaimana perndapat ibur terntang kuralitas dan perlayanan anak ibur di SLB 
murzdhalifah? 
Jawab: Me rnurrurt saya se rcara pribadi saya surdah layak kare rna se rlam anak 
saya be rrse rkolah di SLB Murzdhalifah anak saya surdah curkurp banyak 
pe rrkermbangan nya te rrlerbih se rcara kermandirian yang durlurnya harurs se rlalur 
dijaga dan diarahkan urnturk me rlakurkan se rmura aktivitas se rhari-hari, 
se rkarang surdah murlai satur pe rrsatur bisa dike rrjakan olerh anak saya se rndiri 
se rpe rrti halnya makan dan mandi dan berlajar mernurlis. 

2. Apa program yang paling dise rnangi anak ibur di se rkolah dan dalam prosers 
be rlajar merngajar? 
Jawab: Program yang paling dise rnangi anak-anak adalah  malakurkan 
kurnjurngan-kurnjurngan di kantor permerrintahan maurpurn di termpat lainnya 
yang dapat mernurnjang turmburh kermbang anak, misalnya saja kurnjurngan ke r 
murse rurm yang ada dikota, 

3. Me rnurrurt ibur apakah perndidikan yang dibe rrikan olerh se rkolah terrhadap anak 
ibur surdah se rsurai dan layak? 
Jawab:  Ya surdah se rsurai, karerna saya me rlihat sercara langsurng yang 
terrjadi adalah gurrur-gurrur disini sangat me rmperrhatikan apa kerburturhan anak 
se rlama prosers pe rmberlajaran dan perngajaran yang dibe rrikan sersurai derngan 
ke rmampuran anak. 

4. Me rnurrurt ibur bagaimanakah keraktifan para gurrur dalam mernangani siswa di 
SLB Murzdhalifah?  
Jawab: Sangat aktif, saya sangat se rnang de rngan pe rlayanan yang dibe rrikan 
olerh gurrur te rrhadap anak saya, se rhingga saya se rbagai orangtura me rrasa 
aman jika anak saya be rrada se ralur de rngan gurrurnya. Saya se rbagai orangtura 
merrasakan bahwa gurrur-gurrur di SLB Murzdhalifah mernjadikan anak saya 
bagaikan anak serndiri yang dirawat derngan pe rnurh kasih sayang se rorang 
ternaga pe rndidik. 
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Penerapan Prinsip Good Governance Oleh Pemerintah Provinsi  
Sumatera Utara Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah  

Kota Medan 
 

A. Ide rntitas Rersponde rn  
1. N a m a  : Widatni 

2. Jernis Ke rlamin  : Pe rre rmpuran 

3. Urmurr   : 50 tahurn 

4. Pe rke rrjaan  : Ibur Rurmah Tangga  

B. Pe rrtanyaan – pe rrtanyaan  
 

1. Bagaimana perndapat ibur terntang kuralitas dan perlayanan anak ibur di SLB 
murzdhalifah? 

Jawab: Me rnurrurt saya kuralitas dan perlayanan di Slb Murzdhlifah curkurp 
baik, karerna para perrangkat ternaga pe rndidik mampur berrinterraksi langsurng 
de rngan para orang tura/wali, jurga lingkurngan berlajar yang inklursif, se rrta 
pe rlayanan yang me rncakurp pe rngajaran yang pe rrsonal, te rrapi sersurai 
ke rburturhan, durkurngan sosial dan ermosional, se rrta kerse rmpatan urnturk 
pe rrturmburhan dan pernge rmbangan anak.  

2. Apa harapan ibur serlama anak ibur merne rmpurh pe rndidikan di SLB 
Murzdhalifah? 

Jawab: Harapan saya  adalah sermoga anak saya me rne rrima perndidikan 
yang be rrkuralitas sersurai derngan ke rburturhan dan poternsi nya, se rlalur diterrima 
dan didurkurng ole rh te rman serke rlas dan staf se rkolah, serrta mermiliki aksers ke r 
surmbe rr daya yang dipe rrlurkan urnturk perrturmburhan dan pernge rmbangan 
merre rka. 

3. Apakah de rngan adanya banturan perme rrintah be rrurpa dana BOS prose rs 
ke rgiatan berlajar sermakin optimal? 

Jawab: Iya, kare rna dana BOS se rcara optimal dapat mermpe rrkurat prose rs 
ke rgiatan berlajar di SLB. Se rpe rrti perningkatan surmberr daya, pe rlatihan dan 
pe rnge rmbangan ternaga pe rndidik, se rrta permbangurnan fasilitas. 

4. Apakah fasiltas dan sarana berlajar anak surdah bisa dikatakan layak? 

Jawab: Surdah, kare rna se rlurrurh fasilitas dan sarana yang te rrse rdia curkurp 
lerngkap dan dan merndurkurng lancarnya proe rs be rlajar anak didik dan 
pe rngajar. 
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Penerapan Prinsip Good Governance Oleh Pemerintah Provinsi  
Sumatera Utara Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah  

Kota Medan 
 

A. Ide rntitas Rersponde rn  
1. N a m a  : Surpriani 

2. Jernis Ke rlamin  : Pe rre rmpuran 

3. Urmurr   : 49 tahurn 

4. Pe rke rrjaan  : Ibur Rurmah Tangga  

B. Pe rrtanyaan – pe rrtanyaan  
 

1. Bagaimana perndapat ibur te rntang kuralitas dan pe rlayanan anak ibur di SLB 
murzdhalifah? 
Jawab: Me rnurrurt saya kuralitas di SLB surdah kuralitas nya surdah curkurp 
se rhingga saya se rbagai orangtura anak merrasa nyaman murlai dari perlayanan 
gurrur sampai derngan pe rnye rdiaan alat be rlajar anak hingga pe rnye rdiaan 
fasilitas se rkolah yang me rncurkurpi. 

2. Bagaimana mernurrurt ibur de rngan me rtoder pe rmberlajaran di SLB 
Murzdhalifah? 
Jawab:  Me rtode r pe rmberlajaran yang dibe rrikan olerh gurrurnya sangat cocok 
urnturk anak-anak terrlerbih kita taur bahwasanya anak saya jurga me rmiliki 
ke rkurrangan, namurn yang saya sangat se rnang adalah gurrur yang tidak 
mermbe rdakan perrhatiannya te rrhadap anak saya de rngan anak-anak yang 
lain. 

3. Pe rrurbahan apa yang paling dirasakan ole rh ibur maurpurn anak ibur se rlama 
merne rmpurh perndidikan di SLB Murzdhalifah? 
Jawab: Saya me rrasakan anaka saya dapat merngontrol e rmosinya saat ini 
dan jurga bisa merlakurkan hal-hal kercil yang durlurnya harurs dibimbing 
langsurng ole rh saya orangturanya namurn se rkarang surdah murlai mernge rrti 
dan bisa mernge rrjakan derngan mandiri. 

4. Apakah ibur dapat mernikmati banturn perme rrintah merlaluri SLB 
Murzdhalifah? 
Jawab: Sampai saat ini saya surdah curkurp mernikmati abnturan perme rrintah 
di SLB Murzdhalifah ini karerna derngan adanya banturan serpe rrti dana BOS 
anak saya bisa merndapat perlajaran serperrti layaknya anak serkolah pada 
urmurmnya, ya me rskipurn saya tidak merne rrima sercara langsurng dalam 
pribadi say, namurn derngan pe rrhatian dan perngajaran yang dibe rrikan 
ke rpada anak saya, saya me rrasa curkurp. 
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Penerapan Prinsip Good Governance Oleh Pemerintah Provinsi  
Sumatera Utara Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah  

Kota Medan 
 

A. Ide rntitas Rersponde rn  
1. N a m a  : Surhe rrni 

2. Jernis Ke rlamin  : Pe rre rmpuran 

3. Urmurr   : 50 tahurn 

4. Pe rke rrjaan  : Ibur Rurmah Tangga  

B. Pe rrtanyaan – pe rrtanyaan  
 

1. Bagaimana perndapat ibur te rntang kuralitas dan pe rlayanan anak ibur di SLB 
murzdhalifah? 

Jawab: Me rnurrurt saya, kuralitas perlayanan di SLB Murzhalifah curkurp baik, 
karerna para ternaga pe rndidik surdah berrpe rngalaman, berrpe rnge rtahuran luras, 
dan be rrkomitmern urnturk me rmberrikan layanan terrbaik kerpada se rtiap anak 
didik nya. 

2. Me rnurrurt ibur serbe rrapa tanggap gurrur dalam merre rspon se rtiap kerburturhan 
siswa se rlama prosers pe rmberlajaran? 

Jawab: Me rnurrurt saya curkurp tanggap, karerna gurrur mampur mampur 
mermahami kerburturhan individur masing-masing siswa. Dan jurga se rtiap 
siswa me rmiliki cara berlajar dan berrinterraksi yang urnik, se rrta pe rnderkatan 
yang se rnsitif dan pernge rrtian urnturk dapat merngikurti arahan derngan baik.  

3. Apakah dalam prose rs pe rnyursurnan anggaran dana BOS orangtura pe rrnah 
diikurt se rrtakan? 

Jawab: Pe rrnah, karna ke rterrlibatan orang tura dalam prose rs pe rnyursurnan 
anggaran Dana BOS  dapat me rmbantur mermastikan bahwa pernggurnaan 
dana sersurai derngan ke rburturhan dan ke rperntingan siswa, se rrta 
mermpromosikan transparansi, akurntabilitas, dan partisipasi dalam 
pe rngambilan kerpurtursan se rkolah. 

4. Harapan ibur bagi se rkolah dan urnturk perme rrintah? 

Jawab: Harapan saya bagi se rkolah dan pe rmerrintah adalah sermoga se rkolah 
mermbe rrikan perndidikan yang be rrkuralitas bagi anak-anak didik merre rka, 
baik se rcara pernge rmbangan akadermik, sosial, maurpurn e rmosional. Serrta 
mernye rdiakan lingkurngan be rlajar yang aman, inklursif, dan me rndurkurng, di 
mana sertiap siswa merrasa diterrima dan dihargai.  
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Penerapan Prinsip Good Governance Oleh Pemerintah Provinsi  
Sumatera Utara Di Sekolah Luar Biasa Muzdhalifah  

Kota Medan 
 

A. Ide rntitas Rersponde rn  
1. N a m a  : Murrahmayani  

2. Jernis Ke rlamin  : Pe rre rmpuran 

3. Urmurr   : 28 tahurn 

4. Pe rke rrjaan  : Ibur Rurmah Tangga 

B. Pe rrtanyaan – pe rrtanyaan  
 

1. Bagaimana perndapat ibur te rntang kuralitas dan pe rlayanan anak ibur di SLB 
murzdhalifah? 
Jawab: Me rnurrurt saya surdah layak dan sersurai derngan ke rburturhan anak saya 
dimana jurga anak saya yang me rmiliki kerte rrberlakangan merntal dapat 
mernrima permberlajaran yang se rsurai de rngan ke rmampuran anak. 
 

2. Adakah program banturan perme rrintah yang didapatkan anak ibur se rlama 
be rlajar di SLB Murzdhalifah? 
Jawab: Urnturk saat ini kalaur se rcara langsurng be rlurm ada. 
 

3. Be rrdasrkan perngamatan ibur dan jurga surdah ibur rasakan, serpe rrti apakah 
ke rbijakan permerrintah yang kurrang cocok urnturk diterrapkan di SLB 
Murzdhalifah? 
Jawab: Urnturk saya jurga kurrang me rmahaminya namurn yang bisa se rdikit 
saya je rlaskan yaitur kertika anak-anak disurrurh me rnggurnakan interrne rt dan 
alat komurnikasi lainnya, anak saya be rlurm bisa me rngikurti de rngan baik dan 
murngkin jurga kurrang cocok ya me rnurrurt saya kare rna anak saya me rmiliki 
ke rterrbe rlakangan merntal, saya tidak merngharapkan lerbih dari anak saya, 
saya hanya ingin anak saya dapat se rdikit dermi serdikit berlajar dan 
mermahami permbicaraan orang dan bisa mermbangurn komurnikasi yang 
baik. 
 

4. Apa harapan ibur urnturk pe rmerrintah terrhadap anak berrkerburturhan khursurs? 
Jawab:  Saya be rrharap pe rmerrintah dapat mermberrikan be rasiswa  urnturk 
anak-anak se rperrti anak saya me rskipurn anak saya me rmiliki kerkurrangan dari 
se rgi fisik dan merntal, saya jurga be rrharap dapat merlihat anak saya 
merne rmpurh perndidikan kerjernjangan yang le rbih tinggi misalnya se rte rlah dari 
SMA bisa me rlanjurtkan perndidikan ker tingkat urnive rrsitas. 
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LAMPIRAN 7 

 

Wawancara derngan staf ahli dinas perndidikan 
merwakili Kerpala Dinas dan Kerpala Bidang 

 

Wawancara derngan Gurrur SLB Murzdhalifah 
Kota Merdan 

 

Wawancara derngan Orangtura 
 

 

Wawancara derngan Kerpala Serkolah 
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Aktivitas berlajar merngajar 
 
 

 
 
 

Dokurmerntasi Dinas Perndidikan Provinsi Surmaterra 
Urtara 

 

 
 
 

Dokurmerntasi Kurnjurngan Serkolah di Kantor 
Basarnas 

 

 
 
 
 

Dokurmerntasi Kurnjurngan Serkolah ker 
Perrpurstakaan Kota 
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